
PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  88  TAHUN 2010 

TENTANG 

JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA,      

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN 

DAERAH,  BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIM 

MAHKAMAH KONSTITUSI  DAN HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa mengingat beratnya resiko beban tugas para Ketua, Wakil 

Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim 

Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah Agung, 

diperlukan jaminan pemeliharaan kesehatan dengan pelayanan 

paripurna; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa

Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim

Agung Mahkamah Agung;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang…

http://www.bphn.go.id/data/documents/03uu017.pdf


PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

-      2      - 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan 

Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi 

Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4294);

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN 

KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,  

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIM 

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HAKIM AGUNG MAHKAMAH 

AGUNG. 

BAB I... 

http://www.bphn.go.id/data/documents/03pp028.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu036.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu001.pdf
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 

1. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah 

Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung adalah pelayanan 

kesehatan yang diberikan dengan fasilitas pelayanan yang paling 

tinggi selama melaksanakan tugasnya. 

2. Keluarga adalah isteri/suami dan anak yang masih dalam 

tanggungan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang 

Pegawai Negeri Sipil. 

  

 

 

Pasal 2 

 (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

 Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi  

 Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung  

 Mahkamah Agung diberikan layanan kesehatan paripurna melalui  

 mekanisme asuransi kesehatan. 

 (2) Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

 Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi  

 Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung  

 Mahkamah Agung yang telah mendapat manfaat jaminan  

 pemeliharaan kesehatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil,  

 layanan kesehatan paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  

 merupakan peningkatan manfaat pelayanan kesehatan dimaksud. 

 

 

(3) Layanan… 
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(3) Layanan kesehatan paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

juga diberikan kepada keluarga Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan 

Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah 

Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung. 

 

 

 

Pasal 3 

(1) Untuk penyelenggaraan layanan kesehatan paripurna sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, kepada penyelenggara Program Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa 

Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan 

Hakim Agung Mahkamah Agung, diberikan biaya atau tambahan 

biaya. 

(2) Biaya dan tambahan biaya layanan kesehatan paripurna sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan 

Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah 

Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah Agung dibebankan kepada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

 

 

 

 

Pasal 4... 
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Pasal 4 

(1)  Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi 

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi 

Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung 

Mahkamah Agung dengan layanan kesehatan paripurna sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh penyelenggara jaminan 

kesehatan Pegawai Negeri Sipil yang berlangsung selama ini. 

(2)  Layanan kesehatan paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

termasuk pelayanan kesehatan rumah sakit di luar negeri yang 

dilakukan dengan mekanisme penggantian biaya.  

 

 

 

 

 

Pasal 5 

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan 

Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan 

Hakim Agung Mahkamah Agung dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 

2011. 

 

 

 

Pasal 6 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur 

dengan Peraturan Menteri Keuangan.  

 

 

 

 

 

Pasal 7... 
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Pasal 7 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  31 Desember 2010 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

   ttd 

 

 DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 

 

 

 

 




